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Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Artificial Intelligence (AI) dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan
pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 60 artikel ilmiah yang telah melalui proses peer-review dan diterbitkan pada
periode 2021 hingga 2026 dianalisis secara sistematis dengan mengikuti pedoman PRISMA. Kajian ini berfokus pada beberapa tema
utama, seperti penerapan Al dalam administrasi perpajakan, deteksi kecurangan, penilaian risiko, dan analisis perilaku wajib pajak.
Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi Al, termasuk machine learning dan analisis data, secara signifikan dapat meningkatkan
efisiensi, akurasi, dan efektivitas proses kepatuhan pajak melalui pemantauan secara real-time dan analisis prediktif. Namun, literatur
juga menunjukkan adanya beberapa tantangan, seperti kekhawatiran terhadap privasi data, persoalan etika, tingginya biaya
implementasi, serta kesenjangan kesiapan teknologi antarnegara. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan
menyajikan sintesis komprehensif dari berbagai penelitian terdahulu serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan otoritas
pajak dalam memanfaatkan Al untuk memperkuat kepatuhan pajak dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Kepatuhan Pajak, Administrasi Perpajakan, Machine Learning, Systematic Literature Review.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TAX COMPLIANCE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Abstract. This study examines the role of Artificial Intelligence (A1) in enhancing tax compliance using a Systematic Literature Review
(SLR) approach. A total of 60 peer-reviewed articles published between 2021 and 2026 were systematically analyzed following PRISMA
guidelines. The review focuses on key themes such as the application of Al in tax administration, fraud detection, risk assessment, and
taxpayer behavior analysis. The findings indicate that Al technologies, including machine learning and data analytics, significantly
improve the efficiency, accuracy, and effectiveness of tax compliance processes by enabling real-time monitoring and predictive analysis.
However, the literature also highlights several challenges, including data privacy concerns, ethical issues, high implementation costs,
and disparities in technological readiness across countries. This study contributes to the literature by providing a comprehensive
synthesis of existing research and offers insights for policymakers and tax authorities in leveraging Al to strengthen tax compliance and
modernize tax administration systems.

Keywords:  Artificial Intelligence, Tax Compliance, Tax Administration, Machine Learning, Systematic Literature Review.

I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan negara serta mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan (Cahyadini et al., 2025; Johannesen, 2022; Alm, 2021). Dalam konteks modern, meningkatnya kompleksitas
aktivitas ekonomi serta globalisasi menuntut sistem perpajakan untuk menjadi lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap
perubahan lingkungan bisnis. Salah satu tantangan utama dalam administrasi perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan
pajak (tax compliance), baik yang disebabkan oleh kesengajaan seperti penghindaran pajak maupun karena keterbatasan sistem
administrasi (Keen & Slemrod, 2023; Torgler, 2022).

Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (Al), telah membuka peluang baru dalam meningkatkan
efektivitas administrasi perpajakan. Al memungkinkan otoritas pajak untuk mengelola data dalam jumlah besar (big data),
melakukan analisis prediktif, serta mendeteksi pola perilaku wajib pajak secara lebih akurat (Brynjolfsson & McAfee, 2022;
Davenport & Ronanki, 2021). Teknologi seperti machine learning dan data analytics telah banyak digunakan untuk mendukung
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fungsi pengawasan, penilaian risiko, serta deteksi kecurangan pajak (tax fraud detection) secara otomatis dan real-time (Koumpias
et al., 2023; OECD, 2023).

Besarnya potensi peningkatan kepatuhan pajak melalui pemanfaatan teknologi Al telah menjadi perhatian dalam berbagai
studi empiris. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Al dalam administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi
operasional, mengurangi biaya kepatuhan, serta memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan
(Bird & Zolt, 2021; Okunogbe & Pouliquen, 2022). Gambaran mengenai manfaat utama penerapan Al dalam kepatuhan pajak
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Manfaat Implementasi Artificial Intelligence dalam Tax Compliance

No Area Penerapan Al Manfaat Utama Sumber

Identifikasi pola fraud

1 Deteksi kecurangan pajak .
£an paj secara otomatis

OECD (2023)

) Analisis risiko wajib pajak Peningkatan akurasi risk | Koumpias et al

profiling (2023)
3 Otomatisasi administrasi pajak Efisiensi PTOSES | peloitte (2022)
pelaporan dan audit
.. . .. . Prediksi tingkat
4 Analisis perilaku wajib pajak kepatuhan World Bank (2023)

Sumber : Data diolah, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemanfaatan Al memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas
sistem perpajakan, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan kepatuhan. Dengan kemampuan analisis data yang tinggi,
Al dapat membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi potensi risiko secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode
konvensional (OECD, 2023).

Namun demikian, implementasi Al dalam sistem perpajakan juga menghadapi berbagai tantangan. Isu terkait privasi data,
keamanan informasi, serta etika penggunaan algoritma menjadi perhatian utama dalam literatur (Floridi et al., 2022; Wirtz et al.,
2021). Selain itu, kesenjangan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia antarnegara dapat memengaruhi
efektivitas penerapan Al dalam administrasi pajak, khususnya di negara berkembang (Gupta et al., 2023; IMF, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait dampak penggunaan Al terhadap kepatuhan pajak.
Sebagian studi menegaskan bahwa Al mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan secara signifikan
(Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024). Namun, penelitian lain menunjukkan adanya potensi risiko seperti bias algoritma,
ketergantungan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas sistem administrasi (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022).
Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa literatur mengenai pemanfaatan Al dalam tax compliance masih berkembang
dan memerlukan kajian yang lebih sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian komprehensif yang mampu mengidentifikasi tren penelitian,
kesenjangan literatur, serta implikasi kebijakan terkait pemanfaatan Al dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan
Systematic Literature Review (SLR) memungkinkan proses analisis dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sistematis. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Artificial Intelligence dalam tax compliance berdasarkan literatur
akademik yang ada, serta memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi kebijakan dalam rangka modernisasi administrasi
perpajakan di era digital.

Agency Theory

Agency theory merupakan salah satu kerangka teoritis utama dalam literatur ekonomi dan akuntansi yang menjelaskan
hubungan kontraktual antara pemilik (principal) dan pengelola (agent) (Mahouat et al., 2026; Habib et al., 2024; Khandelwal et
al., 2023). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dapat menimbulkan
konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi antara kedua pihak. Kondisi ini memungkinkan agent bertindak oportunistik,
termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Azenzoul et al., 2025; Bilicka et al., 2024).

Dalam konteks tax compliance, agency theory menjelaskan bahwa wajib pajak atau manajemen perusahaan memiliki
insentif untuk meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi, baik yang legal maupun yang bersifat agresif (Sharaf et al.,
2026; Putri et al., 2024; Demko et al., 2023). Penerapan Artificial Intelligence dalam administrasi perpajakan dapat dipahami
sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik tersebut.
Dengan kemampuan analisis data yang tinggi, Al membantu otoritas pajak meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
sistem perpajakan (Li & Cheng, 2024; Kyove et al., 2021).
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Tax Compliance Theory

Tax compliance theory menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan mereka (Alm, 2021; Torgler, 2022; Kirchler et al., 2023). Teori ini menggabungkan pendekatan ekonomi, psikologis,
dan sosial dalam menjelaskan perilaku wajib pajak, termasuk persepsi terhadap keadilan pajak, probabilitas pemeriksaan, serta
sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence mulai digunakan untuk
memperkuat kepatuhan pajak melalui peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (OECD, 2023; World Bank,
2023). Al memungkinkan analisis perilaku wajib pajak secara lebih akurat melalui predictive analytics dan risk-based compliance,
sehingga otoritas pajak dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dalam mengawasi wajib pajak berisiko tinggi
(Koumpias et al., 2023; Okunogbe & Pouliquen, 2022).

Artificial Intelligence in Tax Administration

Artificial Intelligence (Al) merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam
melakukan analisis, pembelajaran, dan pengambilan keputusan (Brynjolfsson & McAfee, 2022; Davenport & Ronanki, 2021).
Dalam konteks administrasi perpajakan, Al telah digunakan dalam berbagai fungsi seperti data mining, machine learning, dan
automation untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan (OECD, 2023; Gupta et al., 2023).

Implementasi Al dalam perpajakan mencakup berbagai aplikasi seperti deteksi kecurangan pajak (tax fraud detection),
analisis risiko wajib pajak (risk profiling), serta otomatisasi proses audit dan pelaporan pajak (Krause & Polo, 2023; Deloitte,
2022). Teknologi ini memungkinkan otoritas pajak untuk memproses data dalam skala besar (big data) secara real-time dan
menghasilkan wawasan yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional (Sun & Medaglia, 2022; IMF, 2022).

Digitalization and Tax Compliance

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan transformasi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di era ekonomi
digital (OECD, 2023; IMF, 2022; Gupta et al., 2023). Integrasi teknologi digital, termasuk Al, memungkinkan proses administrasi
pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui penyederhanaan
prosedur administrasi, pengurangan biaya kepatuhan, serta peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak (Bird & Zolt, 2021;
Okunogbe & Pouliquen, 2022). Selain itu, penggunaan Al dalam sistem digital perpajakan juga memungkinkan pengawasan
berbasis risiko (risk-based monitoring) yang lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak (Koumpias et al.,
2023; World Bank, 2023).

Challenges of Al in Tax Compliance

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Al dalam tax compliance juga menghadapi berbagai tantangan. Isu terkait
privasi data (data privacy), keamanan informasi, serta etika penggunaan algoritma menjadi perhatian utama dalam literatur
(Floridi et al., 2022; Wirtz et al., 2021). Selain itu, terdapat risiko bias algoritma (algorithmic bias) yang dapat memengaruhi
keadilan dalam proses pengambilan keputusan berbasis Al (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022).

Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia antarnegara juga menjadi hambatan
dalam implementasi Al secara optimal, khususnya di negara berkembang (Gupta et al., 2023; IMF, 2022). Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa penerapan Al dalam sistem perpajakan dapat berjalan secara
efektif, adil, dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada pedoman
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan
menganalisis secara sistematis berbagai penelitian yang relevan mengenai peran Artificial Intelligence dalam tax compliance.
Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan evaluasi literatur dilakukan secara transparan,
terstruktur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Sumber literatur yang dianalisis berasal dari artikel ilmiah yang terindeks
dalam basis data akademik bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science (WoS), dan Emerald Insight, yang dikenal memiliki
kredibilitas tinggi dalam bidang perpajakan, teknologi digital, dan kebijakan publik.

Sejalan dengan sumber data tersebut, sebagian besar artikel yang dianalisis merupakan publikasi yang terindeks Scopus,
mulai dari kuartil Q1 hingga Q4, serta didukung oleh jurnal internasional bereputasi lainnya yang relevan dengan topik Artificial
Intelligence, tax compliance, digital taxation, dan tax administration. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi Al
dalam sistem perpajakan telah menjadi perhatian yang signifikan dalam literatur akademik internasional. Meningkatnya
kompleksitas sistem perpajakan dan kebutuhan akan efisiensi administrasi mendorong berbagai penelitian untuk mengkaji
bagaimana Al dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi praktik ketidakpatuhan.

Untuk memperoleh artikel yang relevan dan berkualitas, proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui
beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik
penelitian, antara lain “Artificial Intelligence”, “tax compliance”, “tax administration”, “machine learning”, “tax fraud detection”,
dan “digital taxation”. Tahap kedua adalah peninjauan dan pemilihan artikel berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, serta
kesesuaian substansi penelitian dengan fokus kajian mengenai peran Al dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Tahap ketiga
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adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi (inclusion
criteria) yang telah ditetapkan, termasuk relevansi topik, kejelasan metodologi, serta kontribusi penelitian terhadap
pengembangan literatur tax compliance berbasis teknologi.

Berdasarkan tahapan seleksi tersebut, penelitian ini menganalisis artikel jurnal yang dipublikasikan pada periode 2020—
2026 dengan fokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence dalam sistem perpajakan serta implikasinya terhadap peningkatan tax
compliance. Mengacu pada kerangka PRISMA, dari 3.850 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal pencarian literatur, proses
penyaringan berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak menghasilkan 1.420 artikel yang dinilai relevan dengan topik penelitian.
Selanjutnya, melalui proses evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria inklusi dan relevansi metodologis, diperoleh 60 artikel yang
memenuhi syarat untuk dianalisis secara lebih mendalam.
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Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Gambar 1 menunjukkan tahapan seleksi artikel penelitian yang dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan
PRISMA, dimulai dari proses identifikasi literatur, penyaringan duplikasi, penelaahan abstrak, hingga penilaian kelayakan
berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari proses tersebut, diperoleh 60 artikel utama yang paling relevan untuk
digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Artikel-artikel terpilih tersebut berasal dari berbagai jurnal internasional
bereputasi dan mencerminkan beragam perspektif penelitian mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence dalam meningkatkan
tax compliance serta modernisasi administrasi perpajakan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi indeks jurnal menunjukkan bahwa sebagian besar artikel dalam kajian Artificial Intelligence dalam tax
compliance berasal dari jurnal bereputasi tinggi. Sebanyak 48 artikel (80,00%) terindeks Scopus Q1, diikuti Scopus Q2 sebanyak
6 artikel (10,00%), Scopus Q3 sebanyak 4 artikel (6,67%), dan Scopus Q4 sebanyak 2 artikel (3,33%). Hal ini menunjukkan
bahwa literatur yang digunakan didominasi oleh sumber ilmiah berkualitas tinggi.

Tabel 1. Distribusi Indeks Jurnal

Indeks Jurnal Jumlah Artikel Persentase
Scopus Q1 48 80,00%
Scopus Q2 6 10,00%
Scopus Q3 4 6,67%
Scopus Q4 2 3,33%
Total 60 100%
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Distribusi negara penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai Artificial Intelligence dalam tax compliance didominasi
oleh negara maju. Amerika Serikat menyumbang artikel terbesar sebesar 16,67%, diikuti oleh United Kingdom sebesar 11,67%
dan China sebesar 10,00%, serta beberapa negara lain dengan kontribusi yang lebih kecil.

Tabel 2. Distribusi Negara Penelitian

Negara Jumlah Artikel Persentase
Amerika Serikat 10 16,67%
Inggris (United Kingdom) 7 11,67%
China 6 10,0%
Jerman 5 8,33%
India 4 6,67%
Indonesia 4 6,67%
Australia 3 5,00%
Kanada 3 5,00%
Belanda 3 5,00%
Swiss 2 3,33%
Korea Selatan 2 3,33%
Negara Lainnya 11 18,33%
Total 60 100%

Distribusi metode penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan metode yang paling banyak
digunakan dengan 27 artikel (45,00%), diikuti oleh literature review atau systematic review sebanyak 17 artikel (28,33%),
kualitatif sebanyak 10 artikel (16,67%), dan mix method sebanyak 6 artikel (10,00%).

Tabel 3. Distribusi Metode Penelitian

Metode Penelitian | Jumlah Artikel Persentase
Kuantitatif 27 45%
Kualitatif 10 16%
Literature Review 17 28%

Mix Method 6 10%

Total 60 100%

Distribusi sektor penelitian menunjukkan bahwa fokus utama kajian berada pada administrasi perpajakan (tax
administration) dengan 21 artikel (35,00%), diikuti oleh perilaku kepatuhan wajib pajak (tax compliance behavior) sebanyak 16
artikel (26,67%). Selain itu, terdapat penelitian pada sektor korporasi, digital taxation, serta keuangan publik dengan proporsi
yang lebih kecil.

Tabel 4. Distribusi Sektor Penelitian

Sektor yang Diteliti 1‘;;1:11(1111 Persentase
Tax Administration 21 35%
Tax Compliance Behavior 16 26%
Corporate / Business Sector 9 15%
Digital Taxation 8 13%
Public Finance / Government Revenue 6 10%
Total 60 100%

Distribusi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel menyimpulkan bahwa Artificial Intelligence dapat
meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas pengawasan dengan 22 artikel (36,67%). Sebagian lainnya menunjukkan dampak
yang bervariasi tergantung pada kesiapan teknologi, regulasi, serta tantangan implementasi.
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Tabel 5. Hasil Penelitian Utama

Hasil Penelitian Utama Jumlah Artikel Persentase
Al .rr'lemngkatkan tax compliance dan 29 36.67%
efektivitas pengawasan
Dampak Al.bergantung pada kesiapan teknologi 15 25.00%
dan regulasi
Al .menmgkatkan efisiensi  administrasi 9 15.00%
perpajakan
AI‘ membantu deteksi tax fraud dan analisis g 13.33%
risiko
Implemen‘gam Al menghadapi tantangan etika 6 10.00%
dan privasi

Total 60 100%

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa Artificial Intelligence memiliki potensi signifikan dalam
meningkatkan fax compliance melalui peningkatan efisiensi administrasi, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta
kemampuan deteksi kecurangan pajak. Namun demikian, efektivitas implementasi Al sangat bergantung pada kesiapan teknologi,
kerangka regulasi, serta kapasitas institusional di masing-masing negara.

Pembahasan

1. Kerangka Teoritis dalam Studi Artificial Intelligence dan Tax Compliance

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian mengenai Artificial Intelligence (Al) dalam tax compliance menggunakan
berbagai pendekatan teoritis untuk menjelaskan perilaku wajib pajak, efektivitas pengawasan perpajakan, serta transformasi
administrasi pajak berbasis teknologi. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mengintegrasikan
perspektif ekonomi, perilaku, dan tata kelola dalam memahami bagaimana AI mempengaruhi kepatuhan pajak.

Secara umum, teori yang paling dominan digunakan adalah agency theory, karena relevan dalam menjelaskan konflik
kepentingan antara otoritas pajak dan wajib pajak, terutama terkait asimetri informasi (Mahouat et al., 2026; Habib et al., 2024).
Selain itu, literatur juga banyak menggunakan tax compliance theory, deterrence theory, technology acceptance model (TAM),
institutional theory, serta behavioral economics untuk menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi kepatuhan dan perilaku
wajib pajak.

Tabel 6. Distribusi Teori Penelitian

Teori Jumlah Artikel Persentase
Agency Theory 11 18%
Tax Compliance Theory 9 15%
Deterrence Theory 7 11%
Technology Acceptance Model (TAM) 6 10%
Institutional Theory 5 8%
Behavioral Economics 5 8%
Information Asymmetry Theory 4 6%
Innovation Diffusion Theory 4 6%
Public Choice Theory 3 5%
Digital Governance Theory 3 5%
Stakeholder Theory 2 3%
Others 1 1%
Total 60 100%
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Berdasarkan tabel tersebut, agency theory menjadi pendekatan paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak
penelitian melihat Al sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik wajib pajak.
Sementara itu, teori seperti TAM dan innovation diffusion theory menjelaskan bagaimana penerimaan teknologi mempengaruhi
keberhasilan implementasi Al dalam sistem perpajakan.

Artificial Intelligence dalam Perspektif Administrasi Pajak Modern

Artificial Intelligence (Al) dipandang sebagai inovasi penting dalam modernisasi administrasi perpajakan karena mampu
meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dalam perspektif agency theory, Al berfungsi sebagai
mekanisme pengawasan yang mengurangi asimetri informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Teknologi ini memungkinkan
analisis data dalam skala besar untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara lebih sistematis dan terukur. Dengan
demikian, Al berperan dalam memperkuat fungsi kontrol dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem perpajakan modern
(Koumpias et al., 2023; Okunogbe & Pouliquen, 2022; Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024).

Dalam kerangka digital governance, penggunaan Al mencerminkan transformasi sistem perpajakan menuju model
berbasis data (data-driven tax administration). Teknologi seperti machine learning, data analytics, dan automation
memungkinkan otoritas pajak menerapkan pendekatan risk-based compliance secara lebih efektif. Hal ini memungkinkan
pengawasan yang lebih terarah dengan memprioritaskan wajib pajak berisiko tinggi. Selain itu, digitalisasi berbasis Al juga
meningkatkan kualitas layanan publik melalui otomatisasi dan integrasi sistem perpajakan yang lebih responsif (Gupta et al., 2023;
Sun & Medaglia, 2022; Krause & Polo, 2023; Wirtz et al., 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa integrasi Al tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga
memperkuat legitimasi sistem perpajakan. Dengan kemampuan analisis yang lebih akurat, Al dapat membantu menciptakan
sistem yang lebih adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dalam jangka
panjang, penggunaan Al berkontribusi terhadap modernisasi sistem perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Alm, 2021;
Kirchler et al., 2023; Torgler, 2022; Bird & Zolt, 2021).

Efektivitas Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Tax Compliance

Literatur menunjukkan bahwa Al memiliki peran penting dalam meningkatkan fax compliance melalui mekanisme deteksi
kecurangan dan analisis risiko. Sistem berbasis AI mampu mengidentifikasi pola anomali dalam data perpajakan yang sulit
dideteksi secara manual. Dalam perspektif deterrence theory, peningkatan probabilitas deteksi melalui Al akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak karena risiko pelanggaran menjadi lebih tinggi. Hal ini menjadikan Al sebagai alat strategis dalam
memperkuat fungsi penegakan hukum perpajakan (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022; Allingham & Sandmo, 1972;
Torgler, 2022).

Selain itu, Al memungkinkan segmentasi wajib pajak berdasarkan tingkat risiko melalui risk profiling. Dengan pendekatan
ini, otoritas pajak dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efisien dan efektif. Pendekatan berbasis data ini
juga memungkinkan prediksi perilaku wajib pajak sehingga strategi kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing kelompok. Dengan demikian, Al tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam meningkatkan kepatuhan pajak
(Koumpias et al., 2023; Okunogbe & Pouliquen, 2022; Mhlanga, 2023; Gupta et al., 2023).

Namun demikian, efektivitas Al tidak bersifat universal dan sangat bergantung pada konteks implementasi. Negara dengan
infrastruktur digital yang lebih maju cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan negara dengan keterbatasan
teknologi dan data. Selain itu, kualitas data dan integrasi sistem juga mempengaruhi akurasi hasil analisis Al. Oleh karena itu,
dampak Al terhadap fax compliance harus dipahami sebagai hasil interaksi antara teknologi, regulasi, dan kapasitas institusional
(IMF, 2022; Gupta et al., 2023; Wirtz et al., 2021; Alshira’h et al., 2024).

Dampak Al Terhadap Efisiensi Administrasi Perpajakan

Penerapan Al dalam administrasi perpajakan secara umum meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi
berbagai proses administratif. Aktivitas seperti pelaporan pajak, verifikasi data, dan audit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan
akurat. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual serta menekan biaya administrasi. Efisiensi ini menjadi penting
dalam menghadapi peningkatan volume data perpajakan di era digital (Deloitte, 2022; Gupta et al., 2023; Sun & Medaglia, 2022;
Krause & Polo, 2023).

Dalam perspektif efisiensi sektor publik, Al membantu meningkatkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi
penggunaan sumber daya. Sistem berbasis Al memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data,
sehingga meningkatkan kualitas kebijakan perpajakan. Selain itu, Al juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi proses
administrasi, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas lembaga perpajakan (Wirtz et al., 2021; Floridi et al., 2022; Alm,
2021; Kirchler et al., 2023).

Namun demikian, manfaat efisiensi tersebut sangat bergantung pada kesiapan organisasi dan kualitas implementasi
teknologi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten, penerapan Al dapat
menimbulkan inefisiensi baru. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas digital menjadi faktor kunci dalam
memastikan keberhasilan implementasi Al dalam administrasi perpajakan (IMF, 2022; Gupta et al., 2023; Mhlanga, 2023;
Alshira’h et al., 2024).

Kompleksitas Implementasi Artificial Intelligence dalam Perpajakan

Implementasi Al dalam sistem perpajakan melibatkan kompleksitas teknis yang tinggi, terutama dalam integrasi dengan

sistem administrasi yang sudah ada. Proses ini membutuhkan penyesuaian infrastruktur teknologi, pengembangan sistem
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informasi, serta sinkronisasi data antarinstansi. Selain itu, penerapan Al juga memerlukan perubahan dalam prosedur kerja dan
model organisasi, sehingga tidak hanya bersifat teknologis tetapi juga institusional (Wirtz et al., 2021; Floridi et al., 2022; Gupta
et al., 2023; Sun & Medaglia, 2022).

Kompleksitas lainnya muncul dari penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan perpajakan. Sistem Al sering kali
bekerja sebagai black box, sehingga sulit untuk menjelaskan bagaimana keputusan dihasilkan. Hal ini menimbulkan tantangan
dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks penegakan hukum perpajakan. Risiko kesalahan atau bias
dalam algoritma juga menjadi perhatian penting dalam literatur (Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022; Floridi et al., 2022;
Wirtz et al., 2021).

Selain itu, kompleksitas implementasi juga berkaitan dengan kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan
teknologi. Sistem hukum yang belum siap menghadapi penggunaan Al dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan
kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi AI memerlukan sinergi antara teknologi, regulasi, dan tata kelola
kelembagaan yang kuat (Gupta et al., 2023; IMF, 2022; Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024).

Tantangan dalam Implementasi Artificial Intelligence pada Tax Compliance

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Al dalam fax compliance adalah isu privasi data dan keamanan informasi.
Penggunaan data dalam jumlah besar meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data wajib pajak. Selain itu,
perlindungan data menjadi semakin kompleks ketika data berasal dari berbagai sumber yang terintegrasi dalam sistem Al. Oleh
karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data (Floridi et al., 2022; Wirtz
et al., 2021; Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022).

Tantangan lain adalah risiko algorithmic bias, di mana sistem Al dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil akibat
data yang tidak representatif. Hal ini dapat berdampak pada ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap wajib pajak. Selain itu,
kurangnya transparansi dalam algoritma juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan berbasis Al
(Krause & Polo, 2023; Sun & Medaglia, 2022; Mhlanga, 2023; Alshira’h et al., 2024).

Selain aspek teknis, kesenjangan kapasitas teknologi antarnegara juga menjadi tantangan signifikan. Negara maju memiliki
keunggulan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, sementara negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam
implementasi Al. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dan penguatan kapasitas domestik untuk memastikan
penerapan Al yang inklusif dan efektif dalam sistem perpajakan global (Gupta et al., 2023; IMF, 2022; Okunogbe & Pouliquen,
2022; Koumpias et al., 2023).

IV. SIMPULA N

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 60 artikel ilmiah yang membahas peran Artificial
Intelligence (AI) dalam tax compliance, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi Al secara umum dipandang
sebagai langkah strategis dalam modernisasi sistem perpajakan. Sintesis literatur menunjukkan bahwa Al memiliki potensi
signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan pengawasan berbasis data, deteksi kecurangan pajak (tax
fraud detection), serta penerapan pendekatan risk-based compliance. Selain itu, penggunaan Al juga berkontribusi dalam
meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, transparansi, serta kualitas pengambilan keputusan oleh otoritas pajak.

Ditinjau dari perspektif tata kelola perpajakan, implementasi Al mencerminkan transformasi menuju sistem perpajakan
berbasis digital (digital tax administration) yang lebih adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern. Namun demikian, literatur
juga menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti isu privasi data, keamanan informasi, algorithmic bias,
serta kesenjangan kapasitas teknologi antarnegara. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Al dalam meningkatkan tax compliance
sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, serta dukungan regulasi dan kapasitas institusional masing-
masing negara.
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